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Abstract: The aim of this research was to design an institutional model for organic rice agri-
business. Data were collected through interviews and focus group discussion which includes 
the primary and secondary data. Data analysis methods for organic rice agribusiness institu-
tional development were: system analysis, institutional analysis and interactive analysis. 
Result of the research indicated that organic rice agribusiness system in Sragen was supported 
by a strong superstructures. There were Go Organic 2010 program and many policies of 
Sragen government includes: cultivation, extension, marketing, and certification. Profile 
community of organic rice agribusiness includes organic rice farmers, farmer groups, associa-
tions of farmer groups (gapoktan), extension agents, organic rice farmer associations, organic 
rice agro-industry companies, government, and consumers. Designing models with the agri-
business system suggested a cluster of industry (industrial cluster) which composed of five 
subsystems, namely: upstream agribusiness, on farm agribusiness, down stream agribusiness, 
supporting agribusiness system, and marketing subsystem. 
Key words: institutional, agribusiness, food security, model, organic rice 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun model kelembagaan agribisnis 
padi organik. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data 
meliputi analisis sistem, analisis kelembagaan, dan interaktif analisis. Hasil analisis menun-
jukkan bahwa sistem agribisnis padi organik di Kabupaten Sragen didukung oleh super-
struktur yang kuat yaitu kebijakan pemerintah pusat berupa program Go organik 2010 dan 
kebijakan pemerintah daerah berupa budidaya, penyuluhan, pemasaran, dan sertifikasi. Profil 
komunitas agribisnis padi organik meliputi petani, kelompok tani, gapoktan, penyuluh, aso-
siasi petani padi organik (APO), perusahaan agroindustri beras organik, pemerintah, dan 
konsumen. Rancang bangun model didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis. Suatu 
sistem agribisnis yang lengkap merupakan suatu gugusan industri (industrial cluster) yang 
terdiri dari lima subsistem yaitu: subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness), sub-
sistem usahatani (on farm agribusiness), Subsistem hilir (downstream agribusiness), sub-
sistem penunjang (supporting system agribusiness), dan subsistem pemasaran.  
Kata kunci: kelembagaan, agribisnis, ketahanan pangan, model, padi organik 
 
PENDAHULUAN 
Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kon-
disi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga 
yang tercermin dari tersedianya pangan yang 
cukup. Sisi ketersediaan menurut Nainggolan 
(2005) berarti tersedianya pangan yang cukup 
bagi seluruh penduduk dalam jumlah, mutu, 
keamanan, dan keterjangkauan. Konsep 
ketahanan pangan mengalami evolusi dalam 
beberapa dekade. Pada tahun 1970an konsep 
ketahanan pangan menekankan pada keterse-
diaan pangan, sedangkan sejak tahun 1980an 
konsep ketahanan pangan bergeser pada fokus 
akses pangan baik fisik maupun ekonomi 
(Catula et al, 2008). 
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Ketersediaan pangan sampai pada tingkat 
rumah tangga merupakan kriteria ketahanan 
pangan. Kondisi wilayah Indonesia yang sangat 
luas yang penduduknya tersebar di seluruh 
pulau-pulau inilah yang menyebabkan salah 
satu hambatan untuk menciptakan ketahanan 
pangan. Kasus kerawanan pangan masih sering 
terjadi meskipun persediaan pangan secara 
nasional cukup. Pada sisi lain Purwaningsih et 
al (2010) menyatakan bahwa distribusi rumah 
tangga menurut tingkat ketahanan pangan di 
Jawa Tengah menunjukkan bahwa proporsi 
rumah tangga rentan pangan merupakan yang 
terbesar. 
Ketersediaan pangan tidak cukup menja-
min adanya ketahanan pangan karena belum 
tentu masyarakat dapat mengakses pangan 
dengan baik. Pada perkembangannya akses 
pangan ini harus memenuhi kuantitas dan 
kualitas dari pangan yang diakses sehingga 
mutu dan keamanan pangan menjadi hal yang 
penting dalam menjaga ketahanan pangan. 
Trend keamanan pangan (food safety) menjadi 
isu sensitif dalam industri pangan, dan 
berimbas pada perkembangan pangan organik, 
yang bersumber pada potensi lokal, sekaligus 
aman untuk dikonsumsi.  
Penurunan produktifitas padi yang salah 
satunya disebabkan oleh intensifikasi dengan 
teknologi Revolusi Hijau, telah menjadi ancam-
an bagi pemenuhan kebutuhan beras dalam 
pemantapan ketahanan pangan. Hal ini menja-
di salah satu pendorong kegiatan pertanian 
organik. Colborn (2006).mengatakan bahwa 
pangan organik adalah pangan yang berkaitan 
dengan cara-cara produksi organik hanya 
apabila pangan tersebut berasal dari suatu 
lahan pertanian organik yang menerapkan 
praktek-praktek pengelolaan yang bertujuan 
untuk memelihara ekosistem untuk mencapai 
produktivitas yang berkelanjutan, dan melaku-
kan pengendalian gulma, hama dan penyakit, 
melalui berbagai cara seperti daur ulang residu 
tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran 
tanaman, pengelolaan pengairan, pengolahan 
lahan dan penanaman serta penggunaan bahan-
bahan hayati.  
Beras organik merupakan salah satu 
produk pangan yang memiliki peluang untuk 
dikembangkan dalam suatu sistem agribsinis. 
Secara empirik sistem agribisnis yang berdaya 
saing dicirikan oleh dua kondisi yaitu: adanya 
kaitan fungsional antara bidang agribisnis dan 
lembaga pendukung agribisnis, dan adanya 
kaitan institusional di antara bidang agribisnis. 
Kaitan yang serasi di antara bidang agribisnis 
menyebabkan sistem agribisnis bersifat efektif 
dalam merespon dinamika pasar output. 
Sedangkan kaitan institusional menyebabkan 
sistem agribisnis bersifat efisien. Hal ini karena 
adanya kaitan institusional tersebut menyebab-
kan seluruh kegiatan agribisnis berada dalam 
satu kendali kegiatan, dan “marjin ganda” serta 
“sharing system” yang tidak adil di antara 
pelaku agribisnis dapat ditekan (Litbang 
Deptan, 2007). Oleh karena itu pengembangan 
kelembagaan harus mempertimbangkan aspek 
ekonomi, kelembagaan ekonomi berasumsi 
bahwa pilihan rasional individu harus meng-
arah pada efisiensi sebagai pengaturan kelem-
bagaan yang mempunyai biaya transaksi paling 
sedikit (Lieberherr, 2009). 
Pengembangan agribisnis ramah lingkung-
an merupakan agribisnis yang dari segi 
perencanaan usaha telah memperhitungkan 
dukungan kekuatan alam secara berkelanjutan. 
Tingkat eksploitasi terhadap sumberdaya alam 
disesuaikan dengan daya dukung dan resistensi 
sumberdaya alam yang ada, sehingga produkti-
vitas sumberdaya setempat dari waktu ke 
waktu tetaplah stabil. Alternatif lain penguras-
an atau pengrusakan akibat kegiatan agribisnis 
diupayakan ditanggulangi dengan penambah-
an investasi yang dikhususkan untuk mengem-
balikan mutu sumberdaya alam seperti semula 
atau (paling tidak) seperti sebelum diusahakan 
(Pranadji, 2003). Keberlanjutan sebuah inovasi 
melampaui tahap ide tergantung pada bagai-
mana para pelaku mengubah norma-norma dan 
pola interaksi melalui inovasi kelembagaan 
(Prasad, 2007).  
Konsekuensi logis dalam melaksanakan 
pembangunan pertanian adalah mendorong 
inovasi kelembagaan dengan keahlian yang 
meliputi pengetahuan pasar, agribisnis dan 
keuangan pedesaan (Adekunle et al, 2012). Oleh 
sebab itu penganalisisan kelembagaan tersebut 
sangat diperlukan agar kondisi yang sebenar-
nya dapat diketahui secara mendalam dan 
dapat menentukan langkah perbaikan jika 
 Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14, Nomor 1, Juni 2013: 92-101 94 
masih terdapat kelemahan dalam kelembagaan 
tersebut guna kemajuan agribisnis yang dijalan-
kan. Untuk melakukan perubahan kelembaga-
an maka harus melakukan pemetaan dan ana-
lisis keterkaitannya, sehingga perlu mengiden-
tifikasi pelaku, mekanisme kelembagaan dan 
peluang dan tantangan yang dihadapi petani 
kecil (Hounkonnou, 2012) 
Analisis kelembagaan dalam bidang perta-
nian adalah analisis yang ditujukan untuk 
memperoleh deskripsi mengenai suatu feno-
mena sosial ekonomi pertanian, yang berkaitan 
dengan hubungan antara dua atau lebih pelaku 
interaksi sosial ekonomi, mencakup dinamika 
aturan-aturan yang berlaku dan disepakati 
bersama oleh para pelaku interaksi, disertai 
dengan analisis mengenai hasil akhir yang 
diperoleh dari interaksi yang terjadi. Dalam 
batas-batas tertentu analisis kelembagaan dapat 
berlaku umum di berbagai wilayah dan kea-
daan, namun dalam banyak hal, aspek lokalitas 
dan permasalahan spesifik harus selalu 
memperoleh penekanan, mengingat peluang 
besar terjadinya variasi per lokalitas maupun 
permasalahan (Syahyuti, 2002).  
Aspek kelembagaan merupakan syarat 
pokok agar struktur pertanian pedesaan maju. 
Saleh et al (2007) mengatakan bahwa kelemba-
gaan merupakan faktor penting dalam meng-
atur hubungan antarindividu untuk penguasa-
an faktor produksi yang langka. Kelembagaan 
memiliki peran strategis, namun menurut 
Soekartawi (2001) aspek kelembagaan baik 
kelembagaan formal maupun kelembagaan non 
formal justru merupakan aspek menonjol yang 
dapat menghambat jalannya pembangunan 
pertanian di negara-negara yang sedang ber-
kembang. Hal ini terjadi karena masih banyak-
nya kelembagaan yang belum optimal yang ada 
di negara-negara berkembang termasuk di 
Indonesia. 
Kelembagaan merupakan hal yang kom-
plek karena banyak faktor yang mempengaruhi 
keberlangsungan kelembagaan itu. Kelembaga-
an tidak bisa hanya dilihat dari segi internal 
kelembagaan tetapi juga dari segi eksternal 
kelembagaan yang mempengaruhi kegiatan 
kelembagaan tersebut. Oleh sebab itu, pengana-
lisisan kelembagaan tersebut sangat diperlukan 
agar kondisi yang sebenarnya dapat diketahui 
secara mendalam dan dapat menentukan lang-
kah perbaikan jika masih terdapat kelemahan 
dalam kelembagaan tersebut guna kemajuan 
agribisnis yang dijalankan. Sejalan dengan 
pemikiran mengenai analisis kelembagaan, 
penelitian ini bertujuan untuk merancang 
bangun model kelembagaan agribisnis padi 
organik yang bisa diterapkan dalam pengem-
bangan agribisnis padi organik. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan di kabupaten Sragen yang 
mempunyai komitmen terhadap pengembang-
an padi organik. Kabupaten Sragen mempunyai 
luas wilayah padi organik cukup besar yang 
tersebar di 20 kecamatan dan pada tahun 2010 
mencapai areal luas panen 9.244 Hektar. 
Data dan informasi yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder. Metode pengumpulan data dilaku-
kan melalui observasi, survey, indepth interview 
serta focus group discussion, dengan responden 
terdiri dari: petani padi organik, gapoktan, aso-
siasi padi organik, penyuluh lapangan, 
BAPELLUH, pengusaha beras organik (PT Padi 
Mulya), lembaga keuangan (Bank Jateng). 
Pengumpulan data dan informasi untuk 
analisis sistem dilakukan wawancara menda-
lam dengan responden yang terkait. Data yang 
berkaitan dengan super struktur profil komuni-
tas (community profile) dan profil kelembagaan 
(organizational profile) dieroleh melalui wawan-
cara mendalam dan observasi lapang sedang-
kan pengumpulan data dan informasi model 
kelembagaan dan pola hubungan kelembagaan 
dilakukan melalui Focus Group Discusion (FGD). 
 Analisis data dilakukan dengan menggu-
nakan analisis sistem melalui analisis kebutuh-
an, formulasi masalah serta identifikasi sistem 
agribisnis padi organik. Kondisi kelembagaan 
dianalisis dengan analisis interaktif yang meli-
puti: reduksi data, sajian data, penarikan sim-
pulan (Sutopo, 2006). Rancang bangun model 
kelembagaan agribisnis padi organik yang bisa 
diterapkan dalam pengembangan agribisnis 
padi organik di kabupaten Sragen dilakukan 
dengan metode Focus Group Discussion (FGD), 
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profil tersebut dalam satu kesatuan sistem 
kelembagaan. 
Kelembagaan Agribisnis Hulu (Upstream 
Agribusiness) Padi Organik 
Salah satu subsistem dalam sistem agribisnis 
padi organik adalah subsistem agribisnis hulu. 
Peran subsistem agribisnis hulu adalah meng-
hasilkan barang-barang modal bagi proses 
produksi pertanian yaitu usaha-usaha dalam 
bidang perbenihan/pembibitan tumbuhan dan 
hewan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, 
obat/vaksin ternak) dan industri agro-otomotif 
(mesin dan peralatan pertanian) serta industri 
pendukungnya. Kelembagaan pada subsistem 
agribisnis hulu bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya input yang dibutuhkan pada 
subsistem usahatani. Input paling krusial 
dalam subsistem usahtani padi organik adalah 
pupuk dan pestisida organik. Kelembagaan pa-
da subsistem ini harus mampu menjamin terpe-
nuhinya kebutuhan tersebut sehingga rancang 
bangun kelembagaan pada subsistem agribisnis 
hulu mencakup kelembagaan peternak dan 
kelembagaan produsen ternak. Terjaminnya 
kelembagaan ini maka keberlanjutan agribisnis 
padi organik yang menyediaan pangan bermu-
tu untuk mendukung ketahanan pangan dapat 
berjalan berkesinambungan.  
Faktor yang sangat krusial pada agribisnis 
padi organik adalah ketersedian pupuk dan 
pestisida organik yang merupakan input utama 
dalam agribisnis padi organik. Pupuk dan 
pestisida organik harus dijamin kemurniannya 
terhadap kantaminan bahan yang bukan 
organik. Kelembagaan penyediaan pupuk dan 
pestisida organik meliputi dua unsur yaitu 
peternak sebagai penyediaa bahan baku pupuk 
dan pestidida organik dan produsen pupuk 
dan pestisida organik yang mengolah kotoran 
ternak menjadi pupuk dan pestisida. Kelompok 
peternak dan kelompok produsen pupuk orga-
nik menjadi alternatif yang paling memung-
kinkan dalam desain kelembagaan ini. Keang-
gotaan kelompok peternak dan kelompok 
produsen ternak hampir sama meskipun tidak 
sama persis karena seorang peternak tidak oto-
matis sebagai produsen pupuk dan produsen 
pupuk belum tentu sebagai peternak meskipun 
bisa menjadi anggota keduanya.  
Kelembagaan Usahatani (On Farm 
Agribusiness) Padi Organik 
Subsistem yang kedua pada kelembagaan padi 
organik adalah subsistem usahatani. Peran 
subsistem usahatani adalah melakukan kegiat-
an yang menggunakan barang-barang modal 
dan sumberdaya alam untuk menghasilkan 
komoditas pertanian primer. Kelembagaan 
pada subsistem usahatani bertujuan untuk 
menghasilkan produk primer pertanian yang 
merupakan bahan baku bagi subsistem agribis-
nis hilir. Pada kelembagaan ini produk primer 
yang dihasilkan adalah padi organik yang akan 
diproses lebih lanjut menjadi beras organik 
pada subsistem agribisnis hulu. 
Pelaku utama pada subsistem ini adalah 
kelompok tani yang tergabung dalam Gabung-
an Kelompok Tani (Gapoktan). Kelembagaan 
kelompok tani pada agribisnis padi organik ini 
sudah menggunakan manajemen modern yang 
dibakukan dalam menjalankan segala aktifitas 
mulai dari pengelolaan tanah, pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan, panen sampai pasca 
panen. Manajemen mutu sudah diterapkan 
dalam kelompok tani dengan fasilitasi oleh 
penyuluh pertanian lapangan serta melibatkan 
asosiasi padi organik (APO) untuk menjamin 
produk primer padi organik yang memenuhi 
persyaratan beras organik.  
Penjaminan mutu pada proses budidaya 
padi organik merupakan persyaratan mutlak 
yang harus dilakukan oleh subsistem ini karena 
produk yang dihasilkan dapat diterima oleh 
subsistem hulu tidak hanya sekedar output 
berupa padi hasil budidaya tetapi proses 
produksi untuk menghasilkan output tersebut 
sangat penting. Keterkaitan kelompok tani, 
asosiasi padi organik, perusahaan beras organik 
sangat erat dalam proses budidaya. Keterlibat-
an asosisasi padi organik dan perusahaan beras 
organik dilakukan dalam menjamin proses 
budidaya dilakukan secara benar, Perusahaan 
beras organik secara berkala melakukan super-
visi untuk memastikan bahwa proses budidaya 
memenuhi persyaratan bagi bahan baku yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan beras organik. 
Asosiasi berperan dalam pendampingan dan 
supervisi pada proses budidaya sehingga budi-
daya padi organik tidak menyimpang dari 
prosedur yang telah ditetapkan. Terjaminnya 
 Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis (Kusnandar dkk) 97
kelembagaan ini maka keberlanjutan kelemba-
gaan agribisnis padi organik juga akan terjamin 
sehingga kontribusi dalam menyediaan pangan 
bermutu untuk mendukung ketahanan pangan 
dapat berjalan berkesinambungan.  
Kelembagaan Agribisnis Hilir (Downstream 
Agribusiness) Padi Organik 
Subsistem yang ketiga pada kelembagaan padi 
organik adalah subsistem agribisnis hilir. Peran 
subsistem agribisnis hilir adalah melakukan 
melakukan proses pengolahan komoditas per-
tanian primer yang dihasilkan pada subsistem 
usahatani. Kelembagaan pada subsistem agri-
bisnis hilir bertujuan untuk menghasilkan pro-
duk agroindustri yang mempunyai nilai tam-
bah dibanding dengan komoditas primernya. 
Pada kelembagaan ini produk agroindustri 
yang dihasilkan adalah beras organik yang 
mempunyai kualitas khusus yang dijamin 
keamanannya dari cemaran pupuk dan pesti-
sida non organik.  
Pelaku utama pada subsistem agribisnis 
hilir adalah asosiasi padi organik (APO), per-
usahaan beras organik swasta dan perusahaan 
beras organik milik pemda. Kelembagaan pada 
subsistem agribisnis hilir padi organik menggu-
nakan manajemen modern yang dibakukan 
dalam menjalankan segala aktifitas melalui 
penjaminan mutu produknya. Manajemen 
mutu diterapkan dengan baik untuk menjamin 
produk beras organik yang berkualitas. Sertifi-
kasi produk oleh pihak luar sangat diperlukan 
dalam menjamin kualitas produk agar dapat 
dipercaya oleh konsumen. Melalui sertifikasi 
maka kontrol supervisi menjadi bagian dalam 
kelembagaan subsistem agribisnis hilir. Terja-
minnya kelembagaan agribisnis hilir maka 
keberlanjutan kelembagaan agribisnis padi 
organik juga akan terjamin sehingga kontribusi 
dalam menyediaan pangan bermutu untuk 
mendukung ketahanan pangan dapat berjalan 
berkesinambungan. 
Kelembagaan Pemasaran Agribisnis Padi 
Organik 
Subsistem yang keempat pada kelembagaan 
padi organik adalah subsistem pemasaran. 
Peran subsistem pemasaran adalah melakukan 
melakukan pemasaran produk beras organik 
sampai ke konsumen. Kelembagaan pada sub-
sistem pemasaran bertujuan untuk memastikan 
produk dapat diterima konsumen dengan har-
ga yang kompetitif. Pelaku utama pada subsis-
tem pemasaran adalah sama dengan subsistem 
agribisnis hilir.  
Kelembagaan Penunjang Agribisnis Padi 
Organik 
Subsistem yang kelima pada kelembagaan padi 
organik adalah subsistem penunjang. Peran 
subsistem penunjang adalah memberikan du-
kungan terhadap kelembagaan pada subsistem 
yang lain. Kelembagaan pada subsistem penun-
jang yang penting adalah lembaga keuangan, 
Bapelluh dan Perkumpulan Petani Pemakai Air 
(P3A). Lembaga keuangan mempunyai peran 
dalam mendukung permodalan yang dibutuh-
kan dalam pengembangan padi organik. 
Hubungan antara pelaku agribisnis padi orga-
nik difasilitasi oleh BAPELLUH dalam berinter-
aksi dengan lembaga keuangan terutama pada 
kelembagaan kelompok tani.  
Kelembagaan pengelolaan air sangat pen-
ting dalam kerangka menjamin pasokan air 
yang terbebas dari pencemaran. Agribisnis padi 
organik yag ingin menghasilkan produk beras 
organik murni maka sumber air ini manjadi 
salah satu faktor yang menghambat pengem-
bangan padi organik. Salah satu persyaratan 
untuk dapat disertifikasi menjadi produk orga-
nik maka sumber air dari pegunungan menjadi 
penting. Kelembagaan ini perlu dirancang 
karena konflik kepentingan dalam penggunaan 
sumber air ini cukup besar dengan kepentingan 
yang lain. Perkumpulan petani pemakai air 
(P3A) merupakan kelembagaan yang bertang-
gung jawab terhadap fungsi penyediaan air. 
Keangotaan dari P3A ini merupakan interseksi 
dari keanggotaan kelembagaan kelompok tani 
pada subsistem usahatani sehingga korelasi 
antarkeduanya sangat kuat untuk menjaga 
keberlangsungan kelembagaan pada subsistem 
ini. Terjaminnya kelembagaan penunjang maka 
keberlanjutan kelembagaan agribisnis padi 
organik juga akan terjamin sehingga kontribusi 
dalam menyediaan pangan bermutu untuk 















































































































































































































































































 Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis (Kusnandar dkk) 99
merupakan kelembagaan yang baru sehingga 
secara sosiokultural tidak ada hambatan sama 
sekali. Pada desain kelembagaan ini yang relatif 
baru adalah adanya hubungan dengan industri 
pupuk dan pestisida yang harus dibangun 
untuk meningkatkan kapasitas teknologi yang 
akan dikuasi oleh kelompok produsen pupuk 
dan pestisida sehingga lingkungan teknologi 
akan dapat terjamin dalam kelembagan ini. 
Teknologi yang mendukung kelembagaan pada 
subsistem usahatani difasilitasi oleh 
BAPELLUH, sedangkan teknologi pada sub-
sistem hilir untuk pengolahan beras sangat 
tersedia dan sangat mendukung kenirja kelem-
bagaan ini. 
Apabila dilihat dari kelompok yang berke-
pentingan dalam kelembagaan ini maka terda-
pat titik temu kepentingan yang sama antara 
kelompok P3A, kelempok peternak, kelompok 
produsen pupuk dan pestisida maupun kelom-
pok tani pada subsistem usahatani dan APO 
pada subsistem agribisnis hilir. Keanggotaan 
pada kelompok tersebut juga terdapat inter-
seksi yang cukup kuat sehingga sinergi dan 
ketergantungan antara satu dengan yang lain 
sangat kuat.  
Dimensi lain adalah motivasi kelembagaan 
yang meliputi: sejarah, misi yang diemban, 
kultur dan pola penghargaan. Sejarah pemben-
tukan kelompok tani sudah mempunyai riwa-
yat yang panjang dalam mengelola usahatani 
maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kelom-
pok peternak, kelompok produsen pupuk orga-
nik merupakan perluasan dari kegiatan kelom-
pok tani sehingga pola hubungan dan penge-
lolaan kelembagaan ini menjadi satu kesatuan 
yang tidak terpisah. Berdasarkan sejarah yang 
panjang dari kelompok tani ini maka desain 
kelembagaan yang menitik beratkan pada 
kelompok tani sebagai pelaku utama dalam 
kelembagaan agribisnis padi organik akan lebih 
menjamin keberlanjutan dari kelembagaan 
tersebut dalam menunjang ketahanan pangan 
pada suatu wilayah. Pembentukan asosiasi padi 
organik, pendirian perusahaan beras organik 
menjadi faktor penting dalam motivasi kelem-
bagaan agribisnis hilir. Asosisasi padi organik 
sebagai salah satu pelaku dalam subsistem 
mempunyai peranan sentral dalam menghu-
bungkan antara petani dengan pengusaha beras 
organik.  
Misi yang diemban pada kelembagaan 
agribisnis padi organik adalah memenuhi kebu-
tuhan masing-masing subsistem dan memberi-
kan kontribusi pendapatan pelaku dalam 
sistem kelembagaan ini. Sinkronisasi antar 
subsistem dalam kelembagaan agribisnis padi 
organik merupakan kunci sukses bagi kelemba-
gaan yang dipergunakan. Kultur kelembagaan 
dan pola penghargaan pada kelompok peternak 
dan produsen pupuk organik, kelompok tani, 
P3A, APO tidak berbeda karena semua pelaku 
dalam kelembagaan tersebut tergabung pada 
profil komunitas yang sama. 
Dimensi kapasitas kelembagaan ditinjau 
dari lima aspek yaitu strategi kepemimpinan, 
perencanaan program, manajemen pelaksana-
an, alokasi sumberdaya dan hubungan dengan 
pihak luar. Strategi kepemimpinan pada kelem-
bagaan subsistem agribisnis hulu dan subsis-
tem usahatani dikendalikan oleh ketua kelom-
pok sebagai pengendali kepemimpinan dalam 
kelembagaan. Peran ketua kelompok menjadi 
sangat penting.  
Perencanaan program dan manajemen 
pelaksanaannya dilaksanaakan oleh kelompok 
dengan difasilitasi oleh penyuluh yang terga-
bung dalam BAPELLUH yang menaungi PPL 
dalam menjalankan fungsi fasilitasi tersebut. 
Pendampingan oleh PPL sangat diperlukan 
dalam melakukan manajemen pelaksanaan. 
Kusnandar et al (2009) menyatakan bahwa 
pendampingan terhadap petani dilakukan 
untuk meningkatkan bargaining position petani, 
baik dalam kualitas kerja maupun kemam-
puan manajemen organisasi dan usahanya. 
Peran kelembagaan penyuluhan sangat penting 
hal ini sejalan dengan penelitian Sucihatining-
sih dan Waridin (2010) yang menyatakan 
bahwa belum terbentuknya kelembagaan 
penyuluhan yang integral menyebabkan pem-
binaan SDM pertanian berjalan kurang optimal.  
Kemampuan mengalokasikan sumberdaya 
yang dimiliki menjadi bagian kapasitas kelem-
bagaan ini. Sinergi antarpetani dalam penge-
lolaan sumberdaya peternak dan produsen 
ternak pada satu sisi dan antara petani dengan 
APO menjadi faktor penting dalam kelemba-
gaan ini. Hubungan dengan pihak luar pada 
kelembagaan ini diperankan oleh asosiasi 
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produsen pupuk organik untuk menjalin 
hubungan dengan industri pupuk organik dan 
APO untuk menjalin dengan konsumen beras 
organik. Dimensi yang keempat adalah kinerja 
dari kelembagaan agribisnis padi organik yang 
akan tercermin dari kemampuan kelembagaan 
menjamin pendapatan yang dihasilkan oleh 
pelaku dalam sistem kelembagaan. 
 Tinjauan kelembagaan agribisnis padi 
organik juga ditinjau dari tiga ciri utama yaitu: 
batas yurisdiksi, hak dan kewajiban, aturan 
representasi. Berdasarkan batas yurisdiksi yang 
dimiliki oleh kelembagaan ini sangat jelas 
Dengan batas yurisdiksi yang jelas ini memung-
kinkan kelembagaan untuk mengalokasikan 
sumberdaya dengan baik. Hak dan kewajiban 
kelembagaan ini ditentukan secara jelas dalam 
aturan yang ada dalam kelompok dan relatif 
baku dan mudah difahami oleh anggota 
keleompok tersebut. Aturan representasi akan 
mengatur permasalahan siapa yang berhak 
berpartisipasi terhadap apa dalam proses 
pengambilan keputusan. Keputusan apa yang 
diambil dan apa akibatnya terhadap performa 
kelembagaan akan ditentukan oleh kaidah 
representasi yang digunakan. Aturan represen-
tasi dalam kelembagaan ini ditentukan dalam 
aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan 
kelompok, sehingga apa dan siapa yang berhak 
dalam partisipasi pengambilan keputusan 
sangat jelas dalam kelembagaan tersebut. 
SIMPULAN  
Rancang bangun model kelembagaan padi 
organik dalam mendukung ketahanan pangan 
didesain dengan mengacu pada sistem agribis-
nis yang meliputi (1) subsistem agribisnis hulu 
(upstream agribusiness), (2) subsistem usahatani 
(on farm agribusiness), (3) subsistem hilir 
(downstream agribusiness), (4) Subsistem penun-
jang (supporting system agribusiness) dan (5) 
subsistem pemasaran. Model kelembagaan 
agribisnis padi organik dirancang untuk meme-
nuhi empat dimensi yaitu: kondisi lingkungan 
eksternal (the external environment), motivasi 
kelembagaan (institutional mativation), kapasitas 
kelembagaan (institutional capacity) dan kinerja 
kelembagaan (institutional performance). Kelem-
bagaan yang terbentuk juga ditinjau dari tiga 
ciri utama kelembagaan yaitu batas yurisdiksi, 
hak dan kewajiban, aturan representasi sehing-
ga efektifitas dan kebelanjutan kelembagaan 
dapat terjamin. 
Berdasarkan hasil analisis, disarankan bah-
wa (1) Pengembangan agribisnis padi organik 
diperlukan kelembagaan yang terpadu dari 
kelembagaan dalam semua sub system agri-
bisnis, (2) Pemerintah memiliki peran besar 
dalam pengembangan agribisnis padi organik 
sehingga kebijakan-kebijakan yang mendukung 
terlaksananya program agribisnis padi organik 
penting untuk ditingkatkan dan diperhatikan 
implementasinya, (3) Kelembagaan penunjang 
seperti Bapeluh, Lembaga keuangan, dan lem-
baga sertifikasi sangat diperlukan sehingga 
apabila akan mengembangkan padi organik 
peran lembaga-lembaga tersebut harus diperha-
tikan. 
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